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EERJASAMA ANTAR DESA

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI FROBOLINGGO

EBahwa untuk melzksanakan ketentuan Pasal| 109 Undang-
Undang Momor 22 Tahun 1997 tentang FPemerintahan Daerah
junctoc Pasal &7 Keputusan HMenteri Dalam MNegeri Nomor &4
Tahun 1999 +tentang Pedoman Umum Pengatpran  Mengenai

Desz, maka perlu menetapkan FPengaturan Kepiasama Antar

Des=a vang dituangkan dalam Peraturan Dasrpgh.

1. Undang-lindang Momor 22 Tahun iF97 tentang
Pemerintahan Dasrah ;

2. Undang-iindang Momor iz Tahun iF50 tentang
Fembentukan Eaerah—Daérah dalam Lingkungan FPropinsi
Jawa Timur :

Z. FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |8 Tahun 1999
tentang Pencabutan Beherapa Peraturan Menteri Dalam
Megeri, Keputusan Menteri Dalam Negerd dan Instruksi
Menteri Dalam Neger: mengenai  Felakganaan  Undang-—
Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pemgrintahan Desa;

4, kEeputusan HMenteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 1983

tentang Hentuk Feraturan Dasrah dan Pgraturan Daerah

Ferubahan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor |63 Tahun 1999
tentang Fetunjuk Pelakasanaan dan Fenyesuaian

Peristilahan dalam Penyelenggaraan FETEFiﬁtEhaﬂ Desa
dan Kelurahan i
4. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor| 64 Tahun 1999

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
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Bengan persetujuan
DEHAN PERWAKILAMN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRIOBOL

MEMUTUSE ¥ AN

[MEE0

Menstapkan : PERATURAN DAERAH EABLUFATEN PROBOL INGGO TENTANG
KERIAGAMA ANTAR DESA.
BA B I
EETENTUAN UMUM
FPasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;

b. Femerintah Daesrah, adalah Pemerintah Kabupaten Probollinggo

€. Bupati, adalah Bupati Probolinggo :

d. Kecamatan. adalah wilayah kerjz Camat sehagai Ferangkat Daerah
Kabupaten

e. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum vang memiliki kewenangan
untuk  mengatur dan mengurus  kepentingan masvarakat setempat
herﬁasarkan‘asai—usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Femerintahan Masional dan berada di Dasrah Kabupaten

f. Fepala Desa, adalah Peiabat Pemerintahan Desa :

2. Kerjasama Antar Desa, adalah suatu usaha bersama antar desa  vang
mengandung unsur timbal balik dan saling menguntungkanp s

h. Perselisihan, adalah ketidakserasian hubungan vang terjadi  antar
desa dalam kerjasama penyelenggaraan Femerintahan, PeEbangunan dan
Pembinaan masyarakat i

i. Badan Ferwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, kdalah Badan

BEAEBR II
BENTUE DAN PELAKSANAGN KERJIASAMA
Pasal 2
(1} Kerjasama Antar Desa melippti  penyelenggarasn

(2} Keriacama

Perwakilan vang terdiri atas pemuka-pemuks masvarakat

desa vang berfungsi mengayomi adat istiadat, membo
Yang g g

Desa, menampung  dan  menvalurkan aspirasi Mmasya

melakukan pengawasan terhadap penvelenggarzan Femerin

pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat desa

{duzsl desa atzu lebih dalam satu kecamatan atau an

Antar Desa dapat dilzkukan antar desa terdiri

vang ada di
mt Peraturan
Fakat serta

tahan Desa.

pemerintahan,

tar

luar kecamatan, di luar kabupaten dan di luar propinsi.
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Fazsal 3
=

Keriasama fAntar Dess dimaksud dalam Fasal 2 Peraturan

diatur dalam Peraturan Desa tentang Eerjasams Antar Des

Fasal 4
Peraturan Desa sebagsimana dimaksud dalam Fasal 3 Perg
ini memuat ketentuan hal-hal sebagai berikut s
a. Jdenis cbyek vang dapat dikeriasamakan ;
. Benituk Keriasamas
. Biaya pelaksansan keriasams
d. Jangka waktu keriasama ;
= Penyelezaiaﬁ-perseiisihan kerjasama ;

f. hal-hal lain vang dianggap perlu.

Pasal &

{1} Beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk keps

vang dituangkan dalam Keputusan Bersama setel
persetujuan BFD masing-masing 3

{2} Keputusan bersama dimaksud pada ayvat (1)} pasal ini

tepada Camat vang bersangkuian sepaniang menyangky

antar desa dilakukan di wilavah yvang bersanghkutan g

} Eeputusan bersama dimaksud pads ayat {1) pasal ini

2]

{
tepada Bupati dengan tembusan Camat sepanjang kerj%

desa dilskukan dilusr kabupaten ;

oo
R
S

¥eputusan bersama dimaksud pada ayat {1} pasal ini
tepada Bubernur dengan tembusan Bupati dan Camal sep
sama antar desa dilakukan di luar propinsi
{3} Untuk pelzksanaan keriasams sebagaimana dimaksud pt

{2}, ({3} dan ayat {4) pasal ini dapat dibentuk Badap

z

Fasal &

Daerah ini

turan Dasrah

ntingan desa

=h mendapat

diberitahukan

t keriz sama

diberitanukan

sama antar

diberitahukan

aniang kKeria

da avat {1},

Kerjasama.

Di  dalam Keputusan Bersama dimaksud dalam Pasal 5 Ferpturan Dasrah

ini harus memuai ksitentuan @

]

a. Desa yang mengadakan kerjasama

I

b. Jenis, obyek dan cara kerjasams g

c. Benituk kerijasama 3

d. Pembagian modal dan hasillkerjaaama s
2. Biaya pelaksanaan kerjasama ;

f- J
g- Fen

1]

ngka wakin kerjasama z
velesaian perselisihan kerjasams
h. hal-hal lain vang dianggap perliu.

Pasal 7

Feria sama antar desa vyang diatur dengan kepuljusan bersama

selanjutnva disahkan dengan Feraturan Desa.
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BEabB Iil
FENYELESAIAN FPERSELISIHAN
Fas=al 8
{i) dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaa
dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah inig
desa vang mengadakan kerijasama dapat melakukan
penundaan, atau pembatzlan / pencabutan kerias

mendapatkan persstujuan BFD masing—-masing desa 3

penundaan atau  pembatalan

R

Ferubahan,

dimaksud pada ayat (1} pasal ini,

dengan tembusan Camat.

s,
2
D

Apahila perselisihan kerjasama tersebut tidak dapat

sehagaimana dimaksud pada ayat {1} maka

melalui proses peradilan.

EARBR IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Fasal 7

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan melskukan
penyelenggaraan dan pelaksanaan teriasama dimaksud d

Peraturan Dasrsh ini.

Fasal i¢
Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan| Kepala Desa
tentang keriasama Antar Desa dimaksud selambat—lambatnya 2 (dua}
Minggu setelah ditetapkan disampaikan kepada Camat bpla kerjasama
antar desa itu dilakukan desa yang bersangkutan, Pupati dengan
tembusan Camat bila keria sama antar desa itu dilpkukan diluar
¥zhupaten, Gubernur dengan tembusan Bupati dan Camat bila keriz sama
antar desa itu dilakukan diluar Propinsi.

Ea R Y

KETENTUAN PERALIHAM DAN FENUTUR

FPa=sal 11
Dengan berlakunya Feraturan Dasrah inig Jetentuan vang
mengatur tentang Keriasama letentuan lain
vano tidak bertentangan dengan vatakan tetap

heriaku 3

penyeless

pencabutﬂn
disampaikan kepada

pEfganasan

iannva

keriasama

perubahan,

H
[asing—masing

m= setslahn

kerjasama

Bupati

diselesaikan

dapat

atas

lam Fasal 4
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ap orang dapat mengetahuinyva,

8,

pengundangan  peraturan daerah

ni dalam Lembaran Das

ngkan 3

memerintahkan

rah  Kabupaten

ROBOL INGEO

oK —

Diundangkan ' dalam Lembaran Daerah Kabupaten Prpbolinggo

Tanggal ; /%ﬂ/ﬁg ...2000 Nomor:...Z&...... Seri: . .c Gl
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A.N. BUPATI PROBOLINGGO
SekretByis Daerah

MUHADI SUYONO. SH

Pembina Utama

Muda

NIP. 510 040 416
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PENJELASﬁH
CaTae |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NoMOR 8§ TAHUN 2000
| fEMTaNG ‘
| KERJASAMA ANTAR DESA

PENJELASAN UMUM :

F

1979

Sebagal pelaksanaan Undang—Undang Nomor 22 | Tahun

ten#aﬁg Femerlntahan Daerah juncto } eputusan Menteri Balam therx

&4 Tahun 1929 teptang Pedoman Umum  Pengatyran  Mengenai

Nomor
Desa,

keanskaragaman,

maka prinsip dasar pemikiran dalam pengaturan desa ‘adalah¥

gartiaigaai, denpkrasi dan pemberdayaan

maszyarakat.

Deca dalam 1Pﬁudukamnya sghagai :uatu masyarakat hukum yang

madlll%l tekavaan harta benda dan uaqgunan seria dapat dituntut
d?d menuntut di Fergadilan.

|

| Untuk

Dega

i+ ¥epals Desa dengan peraetujuan Radan FPerwakilan

mempunyal wEwsnang untu? melakukan perbuatan hukam dan

mnnqadakan ner;anjlan!kerjasama vang saling mengunitiingkan.
miengenal  Kerjazama

Sehubungan' dengan hal tersebut pedoman

fntar Desa perlu diatur dengan Peraturan Dasrah.
PENJEL ASAN PASAL. DEMI FASAL :

Pasz1 1 sampai dengan 13 - = .bukup jelas




